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ABSTRAK

ZHAHRILLAH ADRIANI SYAM, Nomor Induk Mahasiswa E051191014,
Departemen IImu Pemerintahan, Fakultas llmu Sosial dan llImu Politik,
Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul : “Peran
Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Putus Sekolah di Kota
Makassar” , dibawah bimbingan Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan
Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis peranan
pemerintah daerah dalam pembinaan anak putus sekolah di Kota
Makassar; (2) menggambarkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah
di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah
deskriptif. Adapun informan penelitian ini Dinas Pendidikan, sekolah tingkat
SD, SMP,serta Masyarakat. Data diperoleh dari hasil wawancara
mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi selama kurang
lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) upaya atau peranan pemerintah
daerah dalam pembinaan anak putus sekolah di Kota Makassar
diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana
pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin,
program bantuan siswa miskin (BSM), Pusat kegiatan belajar mandiri
(PKBM), serta sosialisasi kepada masyarakat.; (2) berdasarkan kasus yang
ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak putus
sekolah adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, faktor ekonomi,
keadaan keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan, pandangan
masyarakat terhadap pendidikan.

Kata Kunci: pemerintah daerah, anak putus sekolah
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ABSTRACT

ZHAHRILLAH ADRIANI SYAM, Student Identification Number
E051191014, Department of Government Science, Faculty of Social
and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a thesis with
the title: "The Role of Local Government in Guiding School Dropout
Children in Makassar City", under the guidance of Dr. H. A. M. Rusli,
M.Si and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

This study aims to: (1) identify and analyze the role of the local government
in fostering school dropouts in Makassar City; (2) describes the factors that
cause children to drop out of school in Makassar City.

This study uses a qualitative approach, the type of research is descriptive.
The informants for this study were the Department of Education,
elementary, junior high schools, and the community. Data were obtained
from the results of in-depth interviews with informants, observation and
documentation for approximately one month in the field. Data were analyzed
descriptively-qualitatively.

The results of the study show that: (1) the efforts or role of the local
government in fostering dropouts in Makassar City include issuing policies
in the field of education, educational funding assistance, providing
educational scholarships for the poor, poor student assistance programs
(BSM), activity centers independent learning (PKBM), as well as outreach
to the community.; (2) based on the cases found by the author in the field,
the factors that cause children to drop out of school are the lack of interest
of children to go to school, economic factors, inharmonious family
conditions, environmental influences, people's views on education.

Keywords: Local Government, School Dropouts
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PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan sebagai proses
pengembangan untuk memajukan suatu bangsa dimana tingkat
pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan

pola pikir masyarakat di Negara tersebut haruslah tinggi pula.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan
utama yang tak dapat dikesampingkan, sebab pendidikan akan
membentuk sikap mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur
yang dapat membentuk kepribadian utama. Hal ini jelas telah di
amanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa Setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan, dalam artian setiap warga negara

tanpa terkecuali sangat berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum
disana dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa, jelas
ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana respon
pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tesebut, karena secara

tidak langsung orang yang tidak menyenyam pendidikan ataupun sudah



dapat mengenyam akan tetapi putus di tengah jalan. Bisa saja berasal
dari anak-anak yang cerdas, bahkan sebaliknya. Akan tetapi terlepas

dari hal itu, harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi
pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan
bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-
tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita
masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih
sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 ayat (8) UU nomor 23 Tahun 2014).
Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah
mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga
pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelolah serta
meningkatkan potensi yang di miliki daerahnya termasuk sumber daya
manusia. Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting
dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah
yang lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui
kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini kebutuhan dasar
masyarakat yakni di bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan
berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Desentralisasi
pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang

yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan
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mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang

dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001:15)

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara
merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah daerah lainnnya,
anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) di antaranya
yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfunsi sebagai faktor
penyimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima

pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.

Dalam Undang-Undang Pendidikan NO. 23 Tahun 2003 Tentang
(SISDIKNAS) Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 1-23
Kewenangan di sektor Pendidikan dan aspek pendanaan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah fokus pada tingkat sekolah
dilakukan dengan meningkatkan kualitas potensi dasar anak didik yang
baik, selain itu pemerintah juga memberikan keringanan biaya berupa
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) beasiswa bagi masyarakat yang
kurang mampu, kartu Indonesia pintar (KIP) ada kebijakan pemerintah
seharusnya dapat meringankan beban para orang tua untuk
menyekolahkan anak mereka hingga tamat. Namun dari pemerintah
tersebut belum dapat sepenuhnya dapat mencegah terjadinya anak
putus sekolah dalam masyarakat. Ada beberapa permasalahan
membuat seseorang mengalami putus sekolah permasalahan tersebut
seperti masalah perekonomian, lingkungan ataupun pergaulan, dan

keluarga yang tidak mendukung.



Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pendidikan menjadi urusan
pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara
pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan
tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga
pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di
daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.
Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
menyebut ada enam suburusan pemerintahan bidang pendidikan yang
membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di
pemerintah pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah,
dasar, anak usia dini, pendidikan khusus, dan nonformal, kewenangan

manajemen pendidikan ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada pasal 31 UUD Negara Indonesia tahun 1945 tentang warga
Negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga Negara wajib
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada pasal 1
Nomor 23 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ayat 18
menyatakan wajib belajar adalah program pendidikan minimal 9 Tahun,
pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan
mewajibkan semua warga Negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun

dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar.



Angka Putus Sekolah (APTS) adalah proporsi anak menurut kelompok
usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan
suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud
adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun. Semakin tinggi angka
putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan
tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil

maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tabel 1.1
Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020 Kota Makassar

Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah 44 42 133 906 639
penduduk usia 7-
12 tahun yang
tidak bersekolah
lagi

Jumlah siswa 160.452 | 153.533 | 153.126 | 150.325 | 140.994
kelompok usia 7-
12 tahun

Angka putus 0,03 % 0,03% 0,09% 0,60% 0,45%
sekolah 7-12
tahun (%)
Jumlah 28 27 417 1.362 898
penduduk usia
13-15 tahun yang
tidak bersekolah

lagi

Jumlah siswa 74.188 | 77.047 77.594 | 72.593 72.451
kelompok usia

13-15 tahun

Angka putus 0,04% 0,04% 0,54% 1,88% 1,24%

sekolah 13-15
tahun (%)
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021




Angka anak putus sekolah di Kota Makassar masih terbilang
cukup tinggi, data yang diperoleh menjelaskan bahwa sejak 2016
hingga 2020 tercatat adanya kenaikan drastis angka anak putus
sekolah terhimpun dari murid sekolah dasar (SD) alias usia 7-12 tahun
dan siswa sekolah menengah pertama (SMP) usia 13-15 tahun.
Dibandingkan tiga tahun sebelumnya, yaitu sejak 2016 hingga 2018.
Pada 2019 misalnya, 906 anak putus sekolah untuk tingkat SD.
Sementara di tahun sebelumnya, angkanya berada di 133 anak.
Kemudian untuk SMP menjadi 1.362 pada 2019, dari sebelumnya 417
anak. Memasuki tahun 2020, angkanya masih tetap tinggi, meski
cenderung turun. Untuk tingkat SD ada 639 anak putus sekolah.
Sementara untuk tingkat SMP tercatat ada 898 anak yang statusnya
tidak bersekolah lagi. Sementara Badan Pusat Statistik tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan mencatat presentasi penduduk usia 7-18
tahun menurut partisipasi sekolah, klasifikasi daerah, dan jenis kelamin
untuk partisipasi tidak bersekolah lagi ditambah dengan belum pernah
bersekolah sekitar 9,34% terjelaskan pada gambar berikut;

Gambar 1.1

Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan 2021

perk P
Partisipasi Sekolah Earkciamn "
L P L+p L P L+P
1 2 3 4 5 6 7

1. Tidak/belum pernah

sekolah

2. Masih sekolah 90.87 92.06 91.45 89.05 91.03 90.03
3. Tidak bersekolah lagi 8.88 7.77 8.34 10.31 8.46 9.39
4.Jumlah 1dan3 9.13 7.94 8.55 10.95 8.97 9.97

0.25 0.17 0.21 0.63 0.51 0.57



Perkotaan + Perdesaan
Partisipasi Sekolah L P L+P

m 8) 9 10}
1. Tidak/belum pernah sekolah 0.46 0.36 041
2. Masih sekolah 89.87 91.49 90.66
3. Tidak bersekolah lagi 9.67 8.15 8.92
4. Jumlah 1 dan 3 10.13 8.51 9.34

Catatan: L = Laki-laki
P = Perempuan

L+ P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dalam Peraturan Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pada BAB llI
Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Paragraf 3 pada Pasal 16
Ayat (2) menjelaskan bahwa Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Peserta Didik Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. perencanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan
peserta didik;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan
peserta didik;
c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang
pembinaan dan pengembangan peserta didik;

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukan

gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat



menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan

berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya.

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota
Makassar bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar
masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin
hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan pada Bab Il Kewajiban dan Hak
Mendapatkan Pendidikan Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa
Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti
pendidikan dasar selama 9 tahun, hal tersebut menjelaskan bahwa
setiap anak wajib mendapatkan pendidikan demi menciptakan
masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan
membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan
didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas, sesuai dengan visi dan
misi pembangunan Kota Makassar. Oleh karena itu, berdasarkan dari
latar belakang diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

PEMBINAAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR”



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah mengenai Peran
Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Putus Sekolah di Kota
Makassar secara singkat sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan
anak putus sekolah di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya anak putus

sekolah di Kota Makassar ?

1.3Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya Dinas Pendidikan dalam
melakukan pembinaan anak putus sekolah di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anak

putus sekolah di Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian
Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan

memberi manfaat sebagai berikut:



1. Dari segi akademis, penelitian ini sebagai bahan kemajuan ilmu,
khususnya kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan peran Dinas
Pendidikan Kota Makassar terhadap pembinaan anak putus sekolah.

2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi
niai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan
penelitian-penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mengkaji tentang
strategi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam
melakukan pembinaan anak putus sekolah

3. Dari seqi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan
informasi maupun referensi bagi pemerintah dan masyarakat
mengenai peran pemerintah daerah dalam pembinaan anak putus

sekolah .
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari
kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk
kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari
kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau
mempelajari). Tinjauan pustaka dapat didefinisikan adalah bab yang
membahas tentang tinjauan mengenai teori-teori terhadap judul tulisan atau

skripsi yang ingin peneliti lakukan.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan peran

sebagai berikut:
a. adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah
pemain sandiwara atau pemain utama.
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang
diberikan.
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan
Menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran merupakan tindakan

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

peristiwa”.
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Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Poerwadarminta
maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok
orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan serangkaian tingkah
laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang
berkedudukan di masyarakat.

Soerjono Soekanto (2009:212), mengemukakan:

“Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan
karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak
perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan
tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut
dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta
fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu
yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang
sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam
pendapatnya Soerjono Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa
apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Pembedaan
antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu
pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu
tergantung pada yang lainnya.

Selanjutnya Soejono Soekanto mengemukakan aspek—aspek

peranan sebagai berikut :
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1. Peranan meliputi norma—norma yang di hubungkan dengan posisi
seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.

Dari sudut pandang lain Konsep tentan g peran (role) menurut
komarudin (1994) yakni sebagai berikut :
a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik
yang ada padanya.
e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Dari
berbagai pendapat yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang maupun
sekelompok orang (organisasi) yang apabila ia melaksanakan hak-
hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah
melakukan sebuah peranan. Jika hubungkan dengan tindakan
pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam
pemerintahan. Sedangkan jika peran dihubungkan dengan

pemerintah daerah dalam pembinaan anak putus sekolah adalah
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posisi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun kewajiban
yang seharusnya pemerintah daerah lakukan dalam menunjang

pembinaan anak putus sekolah di Kota Makassar.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah”
yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah”
yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan
mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat
dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ
(alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai
fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah. dalam organ dapat
pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah
dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ
negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang

dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kansil, 1984:21).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah : Organ
yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban
memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan
pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang
bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan

tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal)
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dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan

pemerintah wajib melayaninya.

Menurut Montesquieu (dalam Salam, 2004:35) pemerintah
adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama trias
politica baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif
(melaksanakan Undang-Undang), maupun yudikatif (mengawasi

pelaksanaan Undang-Undang).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses
pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi
setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap
anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat
diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang (harapan) yang diperintah.
Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja
yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia,
berhak menerima layanan civil (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib

melayaninya.

Baik pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai
posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik
timbale balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang

membentuk hubungan pemerintahan.

Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

15



1 Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang
memegang kekuasaan eksekutif saja.

2 Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang
oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai
pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam
UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa Kekuasaan pemerintahan
meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada
presiden dilimpahkan “concentration of power and responsibility
(terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab)”.

3 Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna
kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya
dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.

4 Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan
pemerintah pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah
daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah
masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan
kriteria  eksternalisasi, akuntabilitas, dan efesiensi dengan
memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dari segala
aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas dan telah

menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan
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pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara
Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat asas yang menjadi
landasan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan, salah satunya yakni Penerapan Asas Desentralisasi

Makna dari asas desentralisasi dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:

1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan

pemberrian kekuasaan dan kewenangan;
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4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan
pembentukan daerah pemerintahan.

Menurut Gie bahwa desentralisasi di bidang pemerintahan
diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada
satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan
segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu
wilayah.

Makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan,
pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan, pendelegasian
kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di
Negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian
kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang
didahului pembagian derah pemerintahan dalam bingkai daerah
otonom.

Peranan pemerintah daerah berarti kedudukan pemerintah
daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance. Selanjutnya peran pemerintah
daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara
tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai
suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan. Dalam melaksanakan semua hak, wewenang
dan kewajibannya tentunya harus sesuai dengan peranannya yakni
berdasarkan kedudukannya sehingga tidak terjadi tumpang tidak di
dalam ranah pemerintahan. Sebagai daerah otonom, selanjutnya
disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat
peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada
prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan

daya dan hasil yang sebesarbesarnya”. (Musanef,1991:11).

Menurut Mitha Thoha (2008 : 207) Pembinaan adalah Suatu
tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini
menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi
atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas
sesuatu.

Menurut Tampubolon (2017) pembinaan dapat diartikan sebagai
rangkaian upaya dalam pengendalian proporsional terhadap bentuk

dan unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi
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sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan
dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil, unsur-unsur
organisasi itu mencakup peraturan kebijakan tenaga penyelenggara
staf dan pelaksana bahan dan alat (material) biaya perangkat lainnya.
Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk
kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun
pembinaan dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal
sampai akhir kegiatan. Pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir
kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada
setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Suparlan (1990: 109)
menyatakan bahwa, “pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan
mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan
program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang
semaksimal mungkin.

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa
pembinaan merupakan suatu proses yang di lakukan untuk merubah
tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa
yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Dengan bentuk pembinaan membuat sebagian anak muda lebih
cenderung untuk mendorong untuk tidak meninggalkan
pendidikannya agar tetap bersekolah, sebagai bentuk dalam

meningkatkan kemampuan, kecerdasan, kesanggupan dan
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keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan
pengembangan dirinya. Sukardi & Suryanti (2014) menjelaskan
bentuk pembinaan anak putus sekolah, sehingga pemerintah
mewujudkan tersebut maka perlu di kembangkan penyelengaraan
pelayan publik yang mencirikan karakteristik yang melekat seperti
secara efektif penyelengaraan pelayan publik;

a. Pembinaan generasi muda yang diarahkan mempersiapkan kader
penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan
memberikan bekal keterampilan, kebugaran jasmani, daya kreasi,
kepribadian budi pekerti luhur untuk perlu diciptakan usaha yang baik
dan kreatifitas anak muda.

b. Pengembangan wadah pembinaan remaja anak putus sekolah
seperti  menambah fasilitas sarana dan prasarana yang

memungkinkan pengembangan remaja.

2.1.4 Tinjauan tentang Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

dan/atau laithan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di

masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman

belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan
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informal disekolah dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup
yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan
individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara
tepat.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2003 Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Hasan (1995) dalam Ahmadi (1990: 8) menyatakan
pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan
potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan
nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.

Pengertian sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai
usaha menusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-
potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-
nilai yang dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan baik
kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak, yang harus
dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu

kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi
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(cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan
hidup mereka.

Berdasarkan pengertian yang lain, pendidikan adalah sebagai
usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi
pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada
dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah suatu peristiwa
penyampaian informasi yang berlangsung dalam situasi komunikasi
antar manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum
tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan
keterampilan. Secara khusus pendidikan bertujuan untuk:

1) Meningkatkan pengabdian mutu, keahlian dan keterampilan;

2) Menciptakan pola daya pikir yang sama,;

3) Menciptakan dan mengembangkan metode specification yang lebih
baik; dan

4) Membina masyarakat daerah setempat

Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama
pada tahun 1930 menyebutkan pendidikan umumnya berarti daya upaya
untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter),
pikiran (intelek) dan tubuh anak dalam taman siswa tidak boleh
dipisahkan, bagianbagian itu agar kita dapat memajukan kesempatan

hidup. Kehidupan dan penghidupan anak didik selaras dengan dunianya.

Pendidikan yang kita inginkan saat ini ialah pendidikan

pemberdayaan yang bertujuan memberdayakan setiap anggota
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masyarakat untuk dapat berprestasi setingi-tingginya sesuai dengan
kemampuan yang telah dikembangkan di dalam dirinya sendiri. Untuk
mencapai tujuan ini maka diperlukan peran aktif pemerintah daerah
sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
untuk  Kabupaten/Kota  merupakan urusan yang berskala
Kabupaten/Kota meliputi: Penyelenggaraan pendidikan;
Penanggulangan masalah sosial. Hal ini tentunya memberikan
kewenangan pemerintah daerah setempat dalam membangun
daerahnya sendiri termasuk masyarakat di dalamnya untuk

diberdayakan.

Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam arti
yang luas yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang
terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan
kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakikatnya
merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk
mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang
selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan

masyarakat dan bangsanya.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang
sistem Pendidikan nasional, semakin jelas bahwa pengertian pendidikan
di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Bab I, Pasal 1 ayat (1) yang

berbunyi Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, ahklak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem
pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Adapun fungsi dari pendidikan nasional yang tertuang dalam
Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
yaitu “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri
dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab:.
Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam
Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

adalah sebagai berikut:
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1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta
tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

2. Pendekatan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik
dengan sistem terbuka dan multimakna;

5 Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

6 Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan,
membangun, kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik
dalam proses pembelajaran

7 Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya,
membaca, menulis dan menghitung bagi segenap warga masyarakat;

8 Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua
komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaran
dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Selain itu pendidikan nasional mempunyai visi yaitu terwujudnya
sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa
untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang
menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif
menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan Vvisi
pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai

berikut:
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1. Mengupayakan perluasan dan pemeratan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa
secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka
mewujudkan masyarakat belajar;

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan terdapat jenjang
pendidikan yang dilalui oleh peserta didik. Jenjang pendidikan adalah
tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan
peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang
dikembangkan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping jenjang
pendidikan terdapat didalam pendidikan prasekolah yang tidak

merupakan prasyarat untuk memasuki pendidikan dasar.

a. Pendidikan Dasar
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Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan
pengetahuan dan keterampilan, menambahkan sikap dasar yang
diperlukan dalam masyarakat, serta dipersiapkan peserta didik untuk
mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya
merupakan pendidikan memberikan bekal dasar bagi perkembangan
kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk ,masyarakat. Karena itu,
bagi setiap warga Negara harus disediakan kesempatan untuk

memperoleh pendidikan dasar.

. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
mengadakan hubungan timbal balik, dengan lingkungan sosial budaya
dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih
lanjut dalam dunia kerja atau dunia pendidikan tinggi. Pendidikan
menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan
menengah kejuruan.
. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan
peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat
kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan professional sehingga
dapat menciptakan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan

nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.
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2.1.5 Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami
keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak
memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang
anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan
pendidikan yang layak.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak
terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar,
baik kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (MC Millen
Kaufman, dan Whitener, 1996) mendefinisikan bahwa anak putus
sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program
belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat
menyelesaikan program belajarnya.

Undang-undang nomor 4 tahun 1979, anak terlantar diartikan
sebagai anak yang orang tuanya karena suatu sebab, tidak mampu
memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar.

Ary H. Gunawan (2010: 71) menyatakan bahwa “putus sekolah
merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang
tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak
dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya”. Hal ini
berarti, putus sekolah ditujukan kepada sesorang yang pernah

bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.
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Hal senada diungkapkan oleh Nazili Shaleh Ahmad (2011: 134)
bahwa yang dimaksud dengan putus sekolah yaitu “berhentinya belajar
seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun
ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau
memaksanya untuk berhenti sekolah”. Hal ini berarti putus sekolah
dimaksudkan untuk semua anak yang tidak menyelesaikan pendidikan
mereka.

Burhannudin (dalam Prihatin, 2011), menyatakan bahwa
setidaknya ada enam faktor penyebab terjadinya putus sekolah
khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu faktor ekonomi, minat
untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas
belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau letak
sekolah.

1) Faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus
sekolah. Ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala
proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah
dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan
Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berimplikasi
secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.

2) Kurang perhatian orang tua merupakan faktor kedua.
Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena
kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak

sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk
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memenuhi kebutuhan keluarga. Persentase anak yang tidak dan putus
sekolah karena rendahnya kurangnya perhatian orang tua.

3) Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor
ketiga. fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat
(alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku
pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas
belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat
menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan
putus sekolah.

4) Minat anak untuk sekolah merupakan faktor keempat.
Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang
kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh,
fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat
yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya
tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya
kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi
keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap
masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan
baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah
peranan lingkungan.

5) Budaya merupakan faktor kelima yang terkait dengan
kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua

atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat
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pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi
faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolahpun anak-anak
mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh
karena di desa jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka
dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam
menentukan masa depan anaknya. Pandangan banyak anak banyak
rejeki membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan
anaknya yang masih usia sekolah diarahkan untuk membantu orang tua
dalam mencari nafkah.

6) Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang
mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan
akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh
masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi
yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh.
Selain itu juga dengan akses yang dirasa sulit, keselamatan pun
dianggap tidak terjamin.

Anak putus sekolah terjadi karena kurangnya pemahaman dan
pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sekolah. Adapun fungsi dari
sekolah menurut S. Nasution antara lain:

1. Sekolah Mempersiapkan Anak Untuk Suatu Pekerjaan
Anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup
melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya

mempunyai dasar untuk mencari nafkahnya. Makin tinggi pendidikan,
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makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang baik. ljazah
masih tetap dijadikan syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun
ijazah itu sendiri belum menjamin kesiapan seseorang untuk
melakukan pekerjaan tertentu. Akan tetapi dengan ijazah yang tinggi
seorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan kepemimpinan
atau tugas lain yang dipercayakan kepadanya. Memiliki ijazah
perguruan tinggi merupakan bukti akan kesanggupan intelektualnya
untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh orang
yang rendah kemampuannya. Sekolah yang ditempuh seseorang

banyak menentukan pekerjaan yang dilakakuan oleh seseorang.

2. Sekolah Memberikan Keterampilan Dasar

Orang yang telah bersekolah setidak-tidaknya pandai membaca,
menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam tiap masyarakat
modern seperti saat ini. Selain itu diperoleh sejumlah pengetahuan
lain seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika,
biologi, bahasa, dan lain-lain yang membekali anak untuk melanjutkan
pelajarannya, atau memperluas pandangan dan pemahamannya
tentang masalah-masalah dunia dan perkembangan zaman.

3. Sekolah Membuka Kesempatan Memperbaiki Nasib

Sekolah sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial.
Melalui pendidikan orang dari golongan rendah dapat meningkat ke
golongan yang lebih tinggi. Orang tua mengharapkan agar anak-anak

mereka mempunyai nasib yang lebih baik dari mereka. Sehingga
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orang tua yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya sekolah
akan menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi dan
mencapai cita-cita anak mereka. Karena gelar akademis sangat
membantu untuk menduduki tempat terhormat dalam dunia pekerjaan.
Mereka yang telah menduduki tempat yang tinggi memandang
pendidikan tinggi sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan
status sosialnya.
4. Sekolah Menyediakan Tenaga Pembangunan
Bagi daerah yang mempunyai kekayaan alam yang sangat
mendukung tentunya membutuhkan tenaga ahli dalam mengelolah
kekayaan alam tersebut. Maka dari itu pendidikan dipandang sebagai
alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan
ahli dalam sektor pembangunan. Jadi, wajar saja apabila manusia
dianggap sumber utama bagi setiap pembangunan.
5. Sekolah Membantu Memecahkan Masalah-Masalah Sosial
Masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan
mendidik generasi muda untuk mengelakkan atau mencegah
penyakit-penyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk
yang melewati batas, perusakan lingkungan, kecelakaan lalu lintas,
narkotika dan sebagainya.
6. Sekolah Membentuk Manusia Yang Sosial
Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial, yang dapat

bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku,
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bangsa, pendirian, dan sebagainya dan juga harus dapat
menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Kalau
diselidiki tentu akan ditemukan bermacam-macam alasan lain
mengapa orang tua menyekolahkan anaknya, misalnya
menyekolahkan anak gadisnya sampai ada yang meminangnya, atau
menyerahkan anaknya kedalam pengawasan guru karena lebih sulit
mengurusnya sendiri di rumah, dan sebagainya.
7. Sekolah Merupakan Alat Mentransformasi Kebudayaan.
Sekolah, terutama perguruan tinggi diharapkan menambah
pengetahuan dengan mengadakan penemuan-penemuan baru yang
dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar di
dunia ini.
8. Fungsi-fungsi Sekolah Lainnya
Sekolah dapat pula dipandang sebagai tempat menitipkan anak,
khususnya anak-anak pra-sekolah. Juga perguruan tinggi dapat
dipandang sebagai tempat penitipan pemuda di mana mereka lebih
baik diawasi daripada di luar sekolah, sambil menunggu waktunya

mereka mendapat pekerjaan.
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2.2 Kerangka Konsep

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan
kualitas pendidikan dan bertanggung jawab dalam menjamin dan
memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan
pendidikan untuk menjamin bahwa setiap masyarakat berhak
mengenyam pendidikan. Setiap anak yang seharusnya mengenyam
pendidikan terhalang dengan berbagai faktor sehingga membuat

sejumlah anak harus putus sekolah.

Peran Pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam melakukan
pembinaan kepada anak yang putus sekolah, yang diharapkan dapat
membangkitkan semangat dan motivasi yang mampu
mengembangkan keterampilan dalam proses kelangsungan hidup
meski tak menempuh pendidikan yang seharusnya sehingga mampu
memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu,
Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu daerah otonom
memiliki peran menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
kewenangan yang dimiliki dalam mengatasi serta melakukan

pembinaan kepada anak putus sekolah.

Dasar hukum pembinaan anak putus sekolah terdiri dari Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan pada Bab Ill Pasal 4 ayat (1),

Peraturan Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 82
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Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pada BAB Il Paragraf 3

Pasal 16 Ayat (3).

Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah
dalam pembinaan anak putus sekolah dapat dilihat melalui skema

berikut:

Skema Kerangka Pikir Penelitian

Peraturan Walikota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan

Peran Pemerintah Daerah Dalam
Pembinaan Anak Putus Sekolah Di
Kota Makassar

Faktor- faktor penyebab
anak putus sekolah :

-  Faktor Ekonomi

Keluarga
Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kota Makassar Kurangnya minat
_ anak untuk
» Tugas Pokok bersekolah
Pengaruh
Lingkungan
Keadaan keluarga
yang tidak
harmonis
Pandangan
masyarakat
terhadap
pendidikan

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan
dan pengembangan peserta didik pada pendidikan
dasar

Terwujudnya anak yang

berpendidikan




